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Based on institutional theory, this study aims to explore the perceptions
of risks that arise in the village governance from the perspective of
village officials. With village officials as the unit of research analysis,
about 62 village officials from developing villages, developed villages,
and independent villages in Bandung Regency participated in this study.
With an instrument developed to measure respondents' perceptions of
risk in several categories of risk impacts that are already taken in
previous studies, which are financial, strategic, fraudulent, managerial,
and technical related to the management of village government. The five
constructs are structured as dimensions of the risk perception model in
village governance. The model built within the conceptual framework of
the study was tested using two-stage confirmatory factor analysis. The
results generally reveal that the managerial risk dimension is the risk
with the largest factor weighting when compared to other risk dimension.
Thus, findings about risk, particularly managerial risk, may come from
people, property or processes involved in providing services that
government organizations expect or need.
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ABSTRAK

Dengan berlandaskan pada teori institusional, penelitian ini bertujuan
untuk mengeksplorasi persepsi risiko yang muncul dalam pengelolaan
Pemerintahan Desa yang ditinjau dari perspektif perangkat desa.
Dengan para perangkat desa menjadi unit analisis penelitian, sebanyak
62 orang perangkat desa yang berasal dari desa berkembang, desa
maju, serta desa mandiri yang berada di Kabupaten Bandung
berparitisipasi dalam penelitian ini. Dengan instrumen yang
dikembangkan untuk mengukur persepsi responden atas risiko dalam
beberapa kategori dampak risiko yang telah tersedia, yakni keuangan,
strategis, kecurangan, manajerial, serta teknis yang dikaitkan dengan
pengelolaan Pemerintahan desa. Kelima konstruk tersebut disusun
sebagai dimensi dari model persepsi risiko pada pemerintahan desa.
Permodelan yang dibangun dalam kerangka konseptual penelitian diuji
dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori dua tahap. Hasil
secara umum mengungkap bahwa dimensi risiko manajerial merupakan
risiko dengan bobot faktor terbesar jika dibandingkan risiko. Namun
risiko yang paling rendah kemungkinannya untuk muncul adalah risiko
finansial. Dengan demikian temuan tentang persepsi risiko khususnya
risiko manajerial tersebut mungkin berasal dari orang, properti atau
proses yang terlibat dalam memberikan layanan yang diharapkan atau
dibutuhkan oleh organisasi pemerintahan desa.

Risiko Pada Pemerintahan Desa, Manajemen Risiko,

Kata Kunci: Persepsi Risiko, Institutional Theory.
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Pendahuluan

Dalam organisasi publik, menilai risiko bersifat penting karena menunjukkan upaya
organisasi dalam memperkuat tata kelola secara kelembagaan (Pradesa, Purba, et al.,
2021), dan manajemen risiko adalah elemen kunci dari penguatan tata kelola di organisasi
sektor publik, dalam hal struktur, proses, nilai perusahaan, budaya, dan perilaku. Ini adalah
landasan arsitektur organisasi untuk keberhasilan strategis dan operasional sehingga perlu
disesuaikan dengan baik sebagai rangkaian dari proses manajemen dalam kerangka tata
kelola. Manajemen risiko telah mengembangkan kegunaan yang sangat besar dan
popularitas oleh dunia ilmiah tetapi juga oleh organisasi dan praktisi (Spikin, 2013). Oleh
karena itu, meskipun manajemen risiko selalu menjadi bagian dari manusia dan organisasi,
itu harus melewati beberapa dekade sebelum pendekatan terpadu akhirnya dipahami dan
manfaat dari metodenya terlihat bagi para manajer dan pengambil keputusan
(Massingham, 2010; Rana et al., 2019).

Sementara perihal tata kelola organisasi pada pemerintahan desa, hal yang paling sering
dibahas adalah bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kemudian
kebijakan desa maupun kelembagaan desa yang dikaitkan dengan kesejahteraan
masyarakat di desa (Dura, 2016; Yupita & Juita, 2020). Sebagai tambahan bahwa secara
spesifik efektivitas manajemen risiko keuangan dapat memprediksi keberhasilan
pelaksanaan berbagai proyek dan program pemerintah (Boniface, 2016). Sementara
secara institusional, diyakini sampai dengan saat ini masih belum terdapat manifestasi

risiko yang dikaji secara kelembagaan pada pemerintahan desa.

Sementara pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah yang mempunyai
kewajiban pelayanan publik dan berbagai bentuk upaya akuntabilitas untuk peningkatan
kesejahteraan dari masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah

desa pada dasarnya akan selalu mengandung risiko baik kecil maupun besar.

Jika membahas tentang persepsi risiko, maka terdapat tiga tema besar yang berkaitan
dengan hal tersebut, antara lain keterkaitan persepsi risiko dengan perilaku, faktor persepsi
risiko dan deskripsi persepsi risiko (Arini, 2012). Beberapa ranah tentang persepsi risiko
telah diulas dalam ragam unit analisis seperti misalnya entrepreneur (Agustina et al., 2021;
Agustina & Pradesa, 2020; Grichnik, 2008), sampai kepada para individu yang bekerja di
sektor publik (Barrett, 2019; Durst et al., 2020; Zhang et al., 2018). Konsep tentang risiko
dapat dipertimbangkan sebagai permasalahan persepsi (Siegrist & Arvai, 2020; Wolff et al.,
2019), maka dirasa penting untuk memiliki konsensus mengenai signifikansi relatif dari

risiko di seluruh organisasi. Risiko secara mendasar adalah mengandung tiga komponen
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penting, yakni kemungkinan, dampak, serta penyebab. Ketiganya penting untuk diketahui

dalam proses identifikasi risiko yang benar dan sesuai.

Manajer atau pengelola risiko yang baik, didukung oleh organisasi dengan budaya risiko
positif, mencegah atau mengurangi kegagalan, menghasilkan hasil yang lebih baik. Budaya
risiko positif juga merupakan pendorong Inovasi dalam organisasi. Jika seorang individu
dalam organisasi merasa takut gagal, maka individu tersebut tidak mungkin mengambil
risiko yang diperhitungkan dan menjadi inovatif. Jika sebuah organisasi tidak jelas tentang
toleransi risikonya, maka sudah semestinya tidak terlalu berharap Inovasi itu dapat terjadi.
Manajer risiko yang baik menghasilkan hasil yang inovatif, karena toleransi risiko dari
organisasi tempat mereka berada memungkinkan kegagalan, perbaikan, dan pembelajaran
di mana pengambilan keputusan dalam proses manajemen risiko dilakukan dengan baik
(Brown & Osborne, 2013; Jean-Jules & Vicente, 2021).

Bagaimana masalah risiko masuk ke dalam domain sektor publik, dan bagaimana
pemerintah memandangnya, memperhitungkannya, dan mengontekstualisasikannya telah
diulas oleh para penulis sebelumnya (Kong et al., 2018; Oulasvirta & Anttiroiko, 2017).
Pemerintah harus menjadikan risiko sebagai agenda utama mereka karena dapat
menyebabkan distorsi kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Titik awal dalam
memahami risiko dalam domain kebijakan publik dan bagaimana pemerintah

menghadapinya dimulai dari serangkaian pernyataan

Apakah persepsi perangkat desa atas risiko dalam berbagai kategori dampak dapat
menjadi prinsip pemandu dalam membangun sistem manajemen risiko yang lebih baik di
pemerintahan desa menjadi salah satu fokus penting dalam pengembangan praktis ke
depan, termasuk menjadi bagian dari motif penting perlunya melakukan kajian risiko pada
pemerintahan desa. Risiko adalah masalah persepsi, dan beberapa kajian tentang risiko
telah mengkonfirmasi hal tersebut (Slovic, 1987; Slovic et al., 2004). Selera risiko berkisar
dari'penghindaran risiko' di satu ujung spektrum hingga '‘pencarian risiko' di sisi lain, dengan
'sadar risiko' dan 'menerima risiko yang diperhitungkan' di antara keduanya. Signifikansi
atau sifat suatu risiko dapat berubah, sehingga memerlukan pengelolaan lebih lanjut secara
berkelanjutan. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa perspektif stakeholder dapat
menjelaskan proses identifikasi risiko dalam pemerintahan desa (Pradesa, Agustina, et al.,
2021). Sementara aspek rasional dan kalkulatif dari manajemen risiko berfungsi dengan
baik dalam menangani risiko tradisional yang dikelola oleh manajer fungsional secara
individual (Pradana & Rikumahu, 2014). Pada organisasi pemerintahan desa, hal ini tidak
terlepas dari kapasitas secara kelembagaan yang seringkali belum memadai dalam

pengelolaan risiko, sebagaimana fokus utama pengelolaan risiko terletak pada area
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pencegahan fraud (Saputra et al., 2019; Wijayanti & Hanafi, 2018) terutama pada risiko
finansial yang melekat pada alokasi dana desa (Adnan, 2019; Triani & Handayani, 2018).

Dalam penelitian ini, persepsi perangkat desa atas pengelolaan risiko pemerintahan desa
dibangun berdasarkan institutional theory. Teori institusional menyangkut logika
institusional, yang secara luas (tetapi tidak secara universal) untuk asumsi dan pola
tindakan bersama yang terbentuk dalam sebuah organisasi (Hwang & Colyvas, 2011;
Lammers & Garcia, 2017; Thornton et al., 2013). Teori institusional membantu untuk
memahami mengapa organisasi berperilaku seperti yang dilakukan di masyarakat dengan
memeriksa di dalam institusinya (Voronov & Weber, 2020). Pengaruh institusional bisa
datang dalam berbagai bentuk, dengan beberapa pengaruh diperlukan oleh lembaga
pengatur untuk memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan desa. Oleh karena itu
dalam pemerintahan desa logika institusional ini berfungsi untuk menjelaskan tentang
bagaimana penilaian dari perangkat desa atas pengelolaan risiko di organisasinya.
Bagaimanapun organisasi perlu memantau risiko secara berkelanjutan dan memiliki
kesadaran khususnya terkait dengan tujuan strategisnya (Spikin, 2013; Wijayantini, 2012),
mengukur serta tingkat keparahan dan evolusinya, dengan tujuan mempertahankan profil
risiko keseluruhan selaras dengan tingkat yang disepakati dengan pemangku kepentingan

dari organisasi (Pradana & Rikumahu, 2014).

Pada organisasi pemerintahan desa, logika institusional dapat dilihat sebagai sumber
aturan pengambilan keputusan manajerial, dan oleh karena itu riset tentang persepsi risiko
dalam penelitian ini dibangun atas dasar kerangka logika institusional dari sebuah
pemerintahan desa. Berdasarkan bingkai teori institusional dalam identifikasi risiko pada
pemerintahan desa, dapat diketahui lima kategori dampak risiko yang mempunyai

kemungkinan muncul di pemerintahan desa, antara lain :

1. Risiko keuangan, merupakan segala bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintahan
desa berkaitan dengan aspek keuangan yang berpotensi menimbulkan kerugian.

2. Risiko strategis, merupakan bentuk risiko yang disebabkan karena adanya penetapan
dan pelaksanaan kebijakan atau strategi, pengambilan keputusan dari pemerintah desa
yang tidak tepat. Selain itu risiko ini dapat disebabkan oleh pemerintah desa yang tidak
mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain
yang berlaku.

3. Risiko kecurangan, merupakan bentuk risiko yang dialami oleh pemerintahan desa
karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, dan berpotensi besar dalam
menimbulkan kerugian baik kerugian yang bersifat mater maupun non materi. Bentuk

kerugian tersebut dapat diukur dari segi nilai finansial kerugian non material
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Menyangkut dengan kerugian yang bersifat non finansial

4. Risiko manajerial, merupakan risiko yang dihadapi oleh pemerintahan desa karena
penurunan faktor keunggulan kompetitif dan kinerja yang dihasilkan oleh pemerintahan
desa.

5. Risiko teknis. Merupakan bentuk risiko yang dialami oleh pemerintahan desa apabila
ada perubahan dampak yang mungkin terjadi pada proyek, sistem, atau seluruh
infrastruktur yang ada di pemerintahan desa ketika implementasi tidak berjalan seperti

yang diantisipasi sebelumnya.
Metode

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yakni di bulan November 2021, dengan
mengidentifikasi kontak potensial para perangkat desa yang tersebar di seluruh
pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung. Tehnik pengambilan sampel digunakan secara
non-acak dengan tehnik snow ball sampling, pertama-tama dengan memberikan survey
kepada responden yang berhasil diidentifikasi dan dikontak oleh peneliti dan kemudian
sekaligus meminta rekomendasi kepada responden tersebut tentang calon responden
potensial yang berkenan untuk berpartisipasi pada penelitian ini. Dengan cara seperti itu
selama satu bulan diperoleh sebanyak 62 perangkat desa dari pemerintah desa di
Kabupaten Bandung yang bersedia menjadi responden dan mengisi dengan lengkap
kuesioner online yang telah dibagikan. Data yang terkumpul kemudian dikompilasi dan
dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial. Statisik deskriptif
untuk menangkap karakteristik responden maupun nilai rata — rata dari persepsi responden
atas setiap indikator dalam instrumen penelitian. Sementara statistik inferensial dalam hal
ini berkaitan dengan penggunaan tehnik analisis faktor konfirmatori, yang digunakan dalam
penelitian ini untuk menguji tentang sejauhmana makna penting dari masing — masing
dimensi dalam mencerminkan penilaian risiko yang dipersepsikan oleh para perangkat

desa.

Instrumen tentang persepsi risiko yang dikembangkan pada penelitian ini bertujuan untuk
menangkap persepsi tentang sejauhmana kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan
dampak masing — masing yang berkaitan dengan Pemerintahan di Desa. Oleh karena itu,
operasionalisasi konsep tentang persepsi risiko didasarkan pada beberapa aspek yang
terkait dengan kategori dampak risiko yang berkaitan secara institusional, yakni risiko
keuangan, risiko strategis, risiko kecurangan, risiko manajerial, serta risiko teknis.
Beberapa kriteria dampak risiko yang teridentifikasi tersebut ditelaah pada penelitian
terdahulu (Pradesa, Agustina, et al., 2021) tentang identifikasi risiko dengan bingkai teori

stakeholder yang mengungkapkan lima dampak risiko dengan kategori tersebut
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berdasarkan keterkaitannya dengan masing — masing stakeholder dari Pemerintahan
Desa. Mempertimbangkan bahwa konsep risiko dapat dipertimbangkan dalam bentuk
persepsi, maka untuk setiap kategori dampak pada risiko tersebut dioperasionalisasikan
dalam bentuk persepsi dari perangkat desa atas kemungkinan terjadinya risiko — risiko yang
ada pada lima aspek (finansial atau keuangan, strategis, kecurangan atau fraud, manajerial

serta teknis) tersebut.

Dalam mempersepsikan risiko, setiap individu sering melihat beberapa berisiko sebuah
situasi yang mengandung ketidakpastian tentang hasil atau konsekuensinya dan yang akan
ada kemungkinan konsekuensi yang 'buruk’. Namun, risiko dapat dipertimbangkan sebagai
hal yang sangat pribadi dan merupakan gagasan intuitif. Oleh karenanya penelitian ini
memfokuskan pada penilaian tingkat naluri perangkat desa tentang seberapa berisiko
setiap situasi berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan Desa yang dituangkan dalam

pernyataan — pernyataan dalam operasionalisasi konsep sebagai berikut.

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep Dalam Penelitian

Dimensi Indikator
o Kemungkinan tidak termanfaatkannya seluruh anggaran yang
dimiliki oleh desa

Keilshk;an . Kemung_kinan bahwa anggaran tidak qlapat dipergun_a!(an dengan
(a=0.756 ) baik karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki desa
¢ Kemungkinan pengembalian anggaran desa kepada pemerintah
dikarenakan program kerja tidak dapat dilaksanakan
¢ Kemungkinan kebijakan Pemerintah tentang Desa yang tidak sesuai
Risiko _ dengan har_apan masyara_kat Desa _
Strategis e Kemungkinan program kerja desa yang tidak dapat dilaksanakan
(a=0.685) sesuai dengan target dalam perencanaan
' ¢ Kemungkinan reputasi desa yang menurun karena kurangnya citra
dan kepercayaan dari masyarakatnya
o Kemungkinan penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan
pada pemerintahan Desa yang disebabkan konflik kepentingan.
Risiko o Kemung_kinan penyalahguna@n wewenang periha_l keuangap pagla
Fraud pemerintahan Desa yang dlsebabkan.perllaku tidak terpuji dari
(a=0872) oknum yang ada di Desa
o Kemungkinan kesalahan yang disengaja (human error) dalam
penggunaan anggaran Desa untuk tujuan yang tidak sesuai dengan
perencanaan Desa
o Kemungkinan kompetensi manajerial pada pengelolaan Desa yang
Risiko _ ' _tidak mg_menuhi stanc_iar '
Manajerial e Kemungkinan terjaqllnya kebue_lkan yang disusun oIe_h Pemerintah
(a=0821) Desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di Desa
e Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian diantara pelaksanaan
dengan perencanaan yang telah disusun oleh pemerintahan Desa
Risiko ¢ Kemungkinan ketidaksiapan tekpologi yang dimiliki dalam
Teknis . pengelolgan pemgnntahan dgsa '
(a=0919) e Kemungkinan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai standar

profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan Desa
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o Kemungkinan ketidaksiapan sistem dalam pengelolaan
pemerintahan desa didasarkan pada infrastruktur sistem yang masih
belum memenuhi standar

¢ Kemungkinan persyaratan dalam pekerjaan pada aspek
pengelolaan Pemerintahan Desa yang tidak atau belum memenuhi
standar

Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini diukur dengan skala likert 1 — 5 (1 =
sangat jarang s.d. 5 = sangat sering) yang mengukur nilai tentang frekuensi atau
probabilitas terjadinya risiko tersebut yang dipersepsikan oleh responden. Penelitian ini
juga melakukan prosedur uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan untuk memastikan
bahwa kelayakan dari instrumen penelitian dapat terjamin sehingga dapat mengukur nilai
yang ingin diukur dengan baik. Hasil nilai koefisien realibilitas Cronbanch’s Alpha untuk
risiko finansial (a = 0.756), risiko strategis (a = 0.685), risiko kecurangan (a = 0.872), risiko
manajerial (a = 0.821), dan risiko teknis (a = 0.919). Hasil menunjukan bahwa semua
konstruk variabel mempunyai nilai Cronbach’s Alpha diatas 0,60; maka disimpulkan bahwa

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas.
Hasil dan Pembahasan

Tabel 2 Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik Frekuensi Persentase
Kategori Desa

Desa Berkembang 12 194
Desa Maju 23 37.1
Desa Mandiri 27 43.5
Jumlah 62 100.0
Keikutsertaan Pada Sosialisasi Atau Bimtek Tentang Risiko

Ya, pernah 40 64.5
Tidak, belum pernah 22 355
Jumlah 62 100.0
Penilaian Atas Pengelolaan Risiko Pemerintahan Desa

Tidak Baik 1 1.6
Kurang Baik 1 1.6
Sedang 13 21.0
Baik 42 67.7
Sangat Baik 5 8.1
Jumlah 62 100.0

Dari tabel 2 tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden dari
perangkat desa yang berpartisipasi dalam penelitian ini berasal dari desa di area
Kabupaten Bandung yang masuk kategori Desa Mandiri (27 orang perangkat desa atau
43,5 persen dari responden). Sementara sisanya 23 orang perangkat desa atau 37,1
persen responden dari desa di Kabupaten Bandung yang dikategorikan desa maju, dan
sebanyak 12 orang perangkat desa atau 19,4 persen responden berasal dari desa yang

dikategorikan desa berkembang. Sementara dari Keikutsertaan pada sosialiasi atau bimtek
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tentang risiko yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, mayoritas 40
orang perangkat desa atau 64,5 persen responden menjawab pernah mengikuti, sementara
sisanya sebanyak 22 orang atau 35,5 persen responden menjawab belum pernah.
Selanjutnya responden juga diminta memberikan penilaiannya atas pengelolaan risiko
pemerintahan desa di tempatnya, yang menunjukkan bahwa 43 orang perangkat desa atau
67,7 persen responden memberikan pernyataan bahwa pengelolaan risiko di Pemerintahan
desanya sudah berjalan dengan baik. Sebanyak 13 orang perangkat desa atau 21 persen
responden menjawab pengelolaan risiko di Pemerintahan desanya telah berjalan dalam
kategori sedang, hanya lima orang perangkat desa yang memberikan penilaian
pengelolaan risiko sangat baik dan masing-masing satu orang menjawab pengelolaan risiko
di Pemerintahan Desanya berjalan sangat tidak baik dan tidak baik. Ragam penilaian
tersebut menunjukkan bahwa aspek tentang pemahaman risiko yang dimiliki oleh
perangkat desa sangat menarik. Meskipun mayoritas perangkat desa yang ada di
Kabupaten Bandung diketahui telah mengikuti sosialisasi dan bimtek tentang risiko (40
orang atau 64,5 persen), jumlah yang hampir sama (42 orang atau 67,7 persen) menilai
bahwa pengelolaan risiko pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung dapat

dikategorikan baik.

Tabel 3 Koefisien Bobot Faktor Untuk Indikator Pada Dimensi Persepsi Risiko Pada
Pemerintahan Desa

Konstruk Item Bobot Mean
Faktor
Kemungkinan tidak termanfaatkannya seluruh 0.816 1,58

anggaran yang dimiliki oleh desa

Kemungkinan anggaran tidak dapat
Risiko dipergunakan dengan baik karena keterbatasan 0,865 1,65
Keuangan Kkapasitas

Kemungkinan pengembalian anggaran desa
dikarenakan program kerja tidak dapat 0,821 1,24
dilaksanakan

Kemungkinan kebijakan Pemerintah yang tidak

sesuai dengan harapan masyarakat Desa 0,773 2:40
Risiko Kemungklnan program kerja desa yang tidak 0746 1,90
S . dapat dilaksanakan sesuai dengan target
trategis
Kemungkinan reputasi desa yang menurun
karena kurangnya citra dan kepercayaan dari 0,839 1,90

masyarakatnya
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Kemungkinan penyimpangan keuangan pada

pemerintahan Desa yang disebabkan konflik 0,869 1,60
kepentingan.

Risiko Kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang

Kecurang disebabkan perilaku tidak terpuji dari oknum di 0,919 1,47

an (Fraud) Desa

Kemungkinan kesalahan disengaja dalam
penggunaan anggaran Desa untuk tujuan yang 0,889 1,61
tidak sesuai

Kemungkinan kompetensi manajerial pada
. . 0,766 2,05
pengelolaan Desa yang tidak memenuhi standar
Kemungkinan terjadinya kebijakan yang disusun
Risiko oleh Pemerintah Desa yang tidak sesuai 0,911 1,73
Manajerial kebutuhan di Desa

Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian
diantara pelaksanaan dengan perencanaan 0,893 1,89
yang telah disusun oleh pemerintahan Desa

Kemungkinan ketidaksiapan teknologi yang
L , 0,907 2,29
dimiliki dalam pengelolaan pemerintahan desa
Kemungkinan penyelesaian pekerjaan yang
tidak sesuai standar profesionalisme 0,854 1,92
o pengelolaan pemerintahan Desa
Risiko
Teknis Kemungkinan ketidaksiapan sistem dalam
pengelolaan pemerintahan desa didasarkan
pada infrastruktur sistem yang masih belum
memenuhi standar

0,919 2,05

Kemungkinan persyaratan dalam pekerjaan
pada aspek pengelolaan Pemerintahan Desa 0,913 2,03
yang tidak atau belum memenuhi standar

Berdasarkan Tabel 3 tersebut mengungkap bahwa hasil nilai koefisien bobot faktor dan
varians untuk setiap dimensi yakni (1) risiko finansial (berkisar dari 0,816 sampai dengan
0,865), kemudian (2) risiko strategis (berkisar dari 0,746 sampai dengan 0,839), serta (3)
risiko kecurangan (berkisar dari 0,869 sampai dengan 0,919), selanjutnya (4) risiko
manajerial (berkisar dari 0,766 sampai dengan 0,911), dan terakhir risiko teknis (berkisar
dari 0,854 sampai dengan 0,919). Hasil dari bobot faktor untuk setiap indikator pada

dimensi persepsi risiko menunjukkan nilai yang tinggi.

Nilai bobot faktor untuk masing — masing indikator pada dimensi risiko finansial, risiko

strategis, risiko kecurangan, risiko manajerial, risiko teknis adalah signifikan (p < 0.01).
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Untuk masing — masing aspek, dapat dicermati bahwa risiko finansial pada pemerintahan
desa oleh kemungkinan bahwa anggaran tidak dapat dipergunakan dengan baik karena
keterbatasan kapasitas yang dimiliki desa (A = 0,865). Sementara risiko strategis pada
pemerintahan desa cenderung direfleksikan oleh kemungkinan reputasi desa yang
menurun karena kurangnya citra dan kepercayaan dari masyarakatnya (A = 0,839).
Kemudian risiko kecurangan pada pemerintahan desa paling direfleksikan oleh
kemungkinan penyalahgunaan wewenang perihal keuangan pada pemerintahan Desa
yang disebabkan perilaku tidak terpuji dari oknum yang ada di desa (A = 0,919). Pada aspek
dimensi keempat dari risiko pada pemerintahan desa yakni risiko manajerial cenderung
ditunjukkan oleh kemungkinan terjadinya kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa
yang tidak sesuai dengan kebutuhan di Desa (A = 0,911). Sementara dimensi risiko pada
pemerintahan desa yang terakhir yakni risiko manajerial paling direfleksikan oleh
kemungkinan ketidaksiapan teknologi yang dimiliki dalam pengelolaan pemerintahan desa
(A = 0,919).

Tabel 4 Bobot Faktor Dan Mean Dimensi Risiko Pada Pemerintahan Desa

Dimensi Koefisien Bobot Faktor Mean
Risiko Finansial 0,580 1,489
Risiko Strategis 0,828 2,070
Risiko Fraud 0,825 1,559
Risiko Manajerial 0,906 1,887
Risiko Teknis 0,868 2,073

Berdasarkan Tabel 4 tersebut dapat terlihat nilai bobot faktor pada masing — masing
dimensi persepsi risiko pada pemerintahan desa. Hasil pengujian analisis faktor
menunjukkan nilai koefisien bobot faktor dimana risiko manajerial adalah risiko yang
mempunyai nilai bobot faktor terbesar sebagai dimensi persepsi risiko pada pemerintahan
desa di Kabupaten Bandung. Hal sebaliknya berlaku pada dimensi risiko finansial, yang
ditemukan mempunyai nilai koefisien bobot faktor terendah, yakni sebesar 0.580.
Kemudian jika dilihat dari nilai mean pada Tabel 4 serta rentang nilai indikator pada Tabel

2 untuk masing — masing dimensi persepsi risiko tersebut dapat diketahui bahwa:

(1) Risiko finansial (mean masing — masing indikator berkisar dari 1,24 sampai dengan
1,65) mempunyai nilai sebesar 1,49 yang berarti bahwa risiko finansial dinilai sangat

jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
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(2) Risiko strategis (mean masing — masing indikator berkisar dari 1,90 sampai dengan
2,40) mempunyai nilai sebesar 2,07 yang berarti bahwa risiko strategis masuk kategori
jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.

(3) Risiko kecurangan (mean masing — masing indikator berkisar dari 1,47 sampai dengan
1,61) mempunyai nilai sebesar 1,56 yang berarti bahwa risiko kecurangan masuk
kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.

(4) Risiko manajerial (mean masing — masing indikator berkisar dari 1,73 sampai dengan
2,05) mempunyai nilai sebesar 1,89 yang berarti bahwa risiko manajerial masuk
kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.

(5) Risiko teknis (mean masing — masing indikator berkisar dari 1,92 sampai dengan 2,29)
mempunyai nilai sebesar 2,07 yang berarti bahwa risiko teknis masuk kategori jarang

terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui dari penilaian perangkat
desa pada kelima persepsi risiko pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Diantara
kelima dimensi persepsi risiko tersebut, hanya risiko finansial yang ditemukan nilai
kemungkinannya sangat jarang terjadi. Kondisi ini selaras dengan upaya berkelanjutan dari
pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta penguatan tata kelola keuangan di desa
(Dura, 2016; Kadir & Moonti, 2018; Martini et al., 2019) sehingga peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa dapat segera tercapai.

Dalam risiko finansial, penilaian kemungkinan pengembalian anggaran desa dikarenakan
program kerja tidak dapat dilaksanakan ini masuk dalam kategori nilai terendah. Berbagai
bentuk mitigasi telah diupayakan untuk menanggulangi hal ini sebagai contoh dengan
memperkuat aspek pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan tata kelola
organisasi pemerintahan desa (Hulu et al., 2018; Triani & Handayani, 2018). Sementara
empat dimensi persepsi risiko lainnya yakni risiko strategis, risiko kecurangan, risiko
manajerial serta risiko teknis mempunyai kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa
di Kabupaten Bandung. Sementara secara empiris masing — masing dimensi dari risiko
pada pemerintahan desa mempunyai nilai bobot faktor yang bermakna penting, artinya
risiko finansial, risiko strategis, risiko kecurangan, risiko manajerial, maupun risiko teknis
merupakan risiko-risiko yang dapat merefleksikan persepsi risiko yang mempunyai
kemungkinan untuk muncul pada pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung. Meskipun
dalam penilaian secara komprehensif dapat diketahui bahwa nilai kemungkinan munculnya

risiko — risiko tersebut tergolong rendah (jarang dan sangat jarang).

Secara praktis tidak mungkin bagi pemerintahan desa hanya melalui perangkat desa saja

yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memvalidasi seluruh risiko sektor publik di
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tingkat pemerintahan desa untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-
prinsip pengendalian internal, maupun meminimalkan dampak risiko yang merugikan.
Namun secara praktis berdasarkan hasil temuan penelitian ini salah satu implikasi ke depan
adalah perlunya mengembangkan standar yang tepat dalam pengelolaan risiko di
pemerintahan desa. Standar tersebut menjelaskan secara rinci peran khusus yang harus
diselesaikan oleh para stakeholder di entitas publik lokal pemerintahan desa, sampai
kepada setiap unit dan individu untuk penerapan manajemen risiko dalam organisasi

pemerintahan desa.

Dalam kasus pemerintah desa misalnya, ini akan menjadi kasus bagi kepala desa yang
terpilih, yang akan memastikan bahwa prosedur dan delegasi kebijakan yang benar akan
ada dan risiko itu dikelola dengan tepat di dalam organisasi pemerintahan desa yang
dipimpinnya. Di sisi lain, meskipun risiko finansial dan manajerial memerlukan keterlibatan
hierarki tertinggi dalam organisasi, risiko - risiko tersebut akan dimungkinkan untuk
diterapkan di tingkat yang lebih rendah misalkan pada unit atau bagian di pemerintahan
desa. Dalam perspektif itu, risiko manajerial akan hadir dalam fungsi dan layanan
organisasi sehari-hari. Dengan demikian, risiko tersebut mungkin berasal dari orang,
properti, atau proses yang terlibat dalam memberikan layanan yang diharapkan atau
dibutuhkan oleh organisasi. Dalam hal ini sekiranya dapat menjelaskan mengapa risiko
manajerial merupakan hal terpenting bagi perangkat desa dalam mencerminkan persepsi

risiko yang dirasakannya.

Selain itu, dengan mengandalkan kerangka peraturan atau regulasi yang sudah ada baik
di tingkatan daerah maupun nasional, disarankan agar pengelolaan risiko sektor publik
pada pemerintahan desa harus mengadopsi kerangka kerja manajemen risiko yang
komprehensif yang secara koheren mengintegrasikan faktor-faktor kunci keberhasilan
penting yang mencakup budaya penghindaran risiko, struktur manajemen risiko, pelatihan
dan pengembangan, tata kelola dan etika yang baik. Ke depan, fokus pengelolaan risiko
tidak hanya berkutat pada area finansial saja, tetapi juga pada risiko yang mempunyai

kriteria dampak lain tidak hanya dampak keuangan semata.
Kesimpulan

Teori institusional menjadi landasan penting dalam menganalisis persepsi pengelolaan
risiko pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Hasil empiris dalam penelitian ini
maupun beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa fokus utama dalam
pengelolaan risiko di pemerintahan desa adalah pada pengelolaan keuangannya. Risiko
yang dinilai paling rendah kemungkinannya untuk terjadi adalah risiko finansial. Temuan

hasil penelitian ini memperkuat dari segala bentuk upaya pemerintah untuk memperkuat
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tata kelola pemerintah desa terutama pada aspek pengelolaan keuangannya. Di sisi lain
risiko yang mempunyai nilai bobot terbesar adalah tentang risiko manajerial. Bagi para
perangkat desa, risiko manajerial menjadi hal terpenting yang merefleksikan risiko pada

pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini mencakup beberapa keterbatasan, antara lain : Pertama, pendekatan empiris
yang dihasilkan pada penelitian ini bergantung pada tanggapan yang diperoleh dari
perangkat desa Kabupaten Bandung. Oleh karena itu penelitian ini tidak menyelidiki
perspektif stakeholder dari pemerintah desa lainnya yang ada di Kabupaten Bandung.
Keterbatasan selanjutnya adalah penggunaan desain cross sectional, yang hanya
menangkap fenomena empiris pada satu waktu tertentu. Sehingga desain longitudinal
untuk penelitian selanjutnya dapat menjawab keterbatasan ini sekaligus mengungkap fakta
empiris lain bagi pemerintahan desa untuk mengelola faktor kontingensi yang berpotensi
muncul. Ke depan, peran manajemen dan pengendalian yang efektif atas keuangan
organisasi dan pengaruh faktor eksternal pada pemerintahan desa dapat diperluas area
cakupan kajiannya baik yang dapat dipotret di area Kabupaten Bandung maupun di daerah
lainnya. Kemudian untuk menilai tentang seberapa baik risiko pada pemerintahan desa,
aspek atau dimensirisiko yang dipergunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai keajegan

yang layak sehingga disarankan untuk dapat diuji pada unit analisis atau sampel lainnya.
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